GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 7 TAHUN 2017

TENTANG

KALENDER DAN KEGIATAN POKOK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN
2018, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2016, DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang : a.

Mengingat

21,

TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah
perlu menyusun perencanaan dan penganggaran Tahun 2018, pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016 dan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 yang
penyusunannya dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

menetapkan Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Dalam Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun
2018, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2016 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017
dengan Peraturan Gubernur;

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat |
Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1646);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peaturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun
2005-2025;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerabh;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG KALENDER DAN KEGIATAN POKOK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MELAKSANAKAN
KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TAHUN 2018,
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2016, DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2017.

Pasal 1

(1) Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam
Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun
2018, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2016 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2017 merupakan Kalender dan Kegiatan untuk periode 1 (satu) Tahun,
terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2017.

(2) Kalender dan Kegiatan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi :

a. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;

b. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

c. Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dalam menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

d. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

e. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Laporan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun Anggaran 2016; dan

f.  Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



Pasal 2

Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan
Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan program dan kegiatan mengacu
kepada Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam
Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun
2018, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2016 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2017.

Pasal 3

Kalender dan Kegiatan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Dalam
Melaksanakan Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Tahun
2018, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2016 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran Il, dan lampiran lil,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
padatanggal 22 Februari 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto
IRWAN PRAYITNO
Diundangkan di Padang

pada tanggal 22 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

dto
ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 7



